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MOTTO

“Salah satu prestasi sesungguhnya bagi bangsa Indonesia adalah bila bangsa
Indonesia mampu memberantas korupsi di negeri tercinta, hidup bersih dan bebas

dari penyakit korupsi”?

'Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, KPK, Jakarta, 2013, him. 3
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RINGKASAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang
digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, maka pemberantasannya pun harus
dilakukan secara luar biasa. Dalam konsideran huruf a UUPTK dijelaskan secara
singkat bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa mengingat korupsi memang
suatu kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan secara luar biasa ini dapat dicapai
dengan pemaksimalan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yaitu pidana penjara,
pidana denda, serta pidana tambahan. Maksud dari pemaksimalan penjatuhan
pidana adalah pemberian sanksi pidana seberat-beratnya kepada terdakwa
disesuaikan dengan besarnya uang negara yang dikorupsi oleh terdakwa.
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah, pertama
mengenai pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 2031K/Pid.Sus/2011
yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dikaitkan dengan Pasal 253
ayat (1) huruf a KUHAP. Kedua mengenai kesesuaian penjatuhan hukuman
dibawah  sanksi pidana  minimum  khusus dalam  putusan MA
no.2031K/Pid.Sus/2011 dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini, dengan mengangkat suatu kasus
sebagai bahan untuk dianalisis berdasarkan undang-undang yang mengaturnya
adalah, untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang
bersifat khusus dapat dijalankan oleh hakim sesuai dengan peraturan yang diatur
dengan tidak menyimpangi undang-undang yang berlaku. Hasil dari analisa kasus
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat
mengetahui kesesuaian undang-undang dengan kewenangan yang dimiliki oleh
penegak hukum khususnya hakim dalam menegakkan hukum.

Suatu metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini untuk
menjawab isu hukum yang dihadapi adalah yuridis normatif. Yakni pendekatan
menggunakan undang-undang, studi kasus, serta pendekatan konseptual. Dimana
terlebih dahulu mempelajari kasus yang diangkat dalam skripsi untuk menentukan
adanya suatu permasalahan, selanjutnya disesuaikan dengan peraturan undang-

undang yang berlaku untuk menentukan timbulnya suatu isu hukum yang ada
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dalam permasalahan yang terdapat dalam kasus sekaligus untuk menjawab isu
hukum yang dihadapi tersebut. Jika tidak ditemukan jawaban dalam peraturan
perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan konseptual yang berasal
dari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang berkembang dalam Iimu
Hukum.

Dari metode penelitian yang digunakan, menghasilkan kesimpulan-
kesimpulan dari  permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
Pertama,Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan kasasi terdakwa
dan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus adalah judex
factie telah salah menerapkan hukum didasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a
KUHAP, dan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan relatif
sedikit dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga perlu
ditinjau dan dipertimbangkan dengan putusan dibawah minimum khusus UUPTK.
Kedua, Penjatuhan Pidana dibawah ancaman minimal khusus UUPTK telah
bertentangan dengan Pasal 3 UUPTK, sehingga tidak sesuai dengan tujuan
pemidanaan tindak pidana korupsi.
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